ABSTRAK

Sebagai anggota TNI seharusnya bisa menjaga sikap ditengah masyarakat,
dengan tidak melakukan tindak pidana dalam bentuk apapun. Salah satu kasus
tindak pidana yang dilakukan anggota TNI dari kesatuan Kodim 0503 / JB
Sekarang Pama Korem 052 / Wijaya Krama bernama Nengkin SH NRP.
598969 dengan pangkat Kapten Inf yang menjabat sebagai Danramil 06
Kalideres Sekarang Pama Korem 052 / Wijaya Krama dengan melakukan
tindak pidana penipuan. Pengadilan Militer 11-08 Jakarta telah memutus
dengan hukuman 3 bulan penjara. Untuk memberikan rasa adil, setiap warga
negara baik itu dari militer maupun sipil harus mendapatkan hukuman yang
sesuai dengan peraturan yang ada. Penelitian ini memfoluskan pada 2 ( dua )
permasalahan yang dapat dirumuskan menjadi a) Bagaimana penerapan
hukuman tindak pidana penipuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378
KUHP terhadap pelaku yang merupakan anggota Militer dalam putusan
Nomor 271-K/PM 11-08ADX1/2014 dikaitkan dengan norma keprajuritan ? b)
Apakah putusan pidana 4 bulan penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim
dalam putusan Nomor 271-K/PM 11-08ADX1/2014 terhadap terdakwa ada
unsur pemaafnya? Penelitian ini menggunakan metodelogi penelitian hukum
normatif . Hasil penelitiannya adalah: a) Putusan Pengadilan Militer Nomor
271-K/PM 11-08/AD/X1/2014 Jakarta yang menjatuhkan vonis terhadap
anggota TNI yang melakukan penipuan sesuai Pasal 378 dan menghukum
terdakwa hanya 4 bulan penjara merupakan putusan yang sangat ringan,
mengingat yang bersangkutan adalah anggota TNI yang seharusnya menjadi
contoh dan tauladan serta pelindung di masyarakat umum, dan sebagai
anggota TNI yang juga tunduk terhadap Hukum Displin Militer,di samping
melakukan tindak pidana, telah terjadi suatu pembarengan antara suatu tindak
pidana dan pelanggaran disiplin militer. Dengan kata lain dalam hal terjadi
suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang tunduk pada hukum
disiplin, dengan sendirinya telah pula terjadi pelanggaran disiplin militer. Ini
berarti bahwa pada seseorang petindak tersebut selalu dapat dijatuhi hukuman
disiplin militer, dengan suatu ketentuan bahwa penjatuhan hukuman disiplin
tersebut tidak menutup kemungkinan untuk diberhentikan secara tidak
hormat. Berdasarkan pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014
Tentang Hukum Disiplin Militer, b) Berdasarkan penjelasan KUHP di atas
terhadap Terdakwa NENGKIN Pangkat Kapten Inf yang dipidana 4 ( empat )
bulan penjara tidak sesuai dan berbeda jauh dari tuntutan dan ancamannya
menurut hemat penulis baginya tidak ada alasan pemaaf. Adapun hal-hal yang
meringankan dalam pertimbangan hakim tersebut bukan merupakan alasan
pemaaf yang diatur dalam KUHP dan oleh karena itu putusan Hakim
Pengadilan Milier Jakarta dalam putusan Nomor 271-K/PM II-
08/AD/X1/2014 perlu disesuaikan dengan alasan meringankan sebagaimana
yang diatur dalam KUHP karena hal-hal yang tersebut.

Vi





